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ABSTRACT

Problem Statement/Background (GAP): Sleman Regency is one of the local governments that implements the principle of decentralization in its government, in addition, there is an impact of Covid-19 which causes abnormal living conditions, so research needs to be carried out related to the performance of the Sleman Regency Regional Government before, during, and after Covid-19 or from 2017-2022. Financial performance is a measure of performance by using financial indicators. Purpose: The purpose of this study is to find out and analyze the financial performance of the Sleman Regency Local Government in 2017-2022, what are the inhibiting factors and efforts of the Sleman Regency Regional Government in overcoming financial performance obstacles. Method: This study uses mixed methods and analysis of financial performance by Pattarai. which begins with a quantitative approach method to obtain number analysis which then becomes the basis for conducting research with qualitative methods. Data collection techniques use interviews, observations and documentation. The technique used in data analysis is data triangulation. Result : Based on the results of the study, it was found that there were three periods of financial performance, 2017-2019 where the trend was positive, in 2020-2021 there was Covid-19 or a negative trend, and in 2022 a positive trend of financial performance. There are obstacles to financial performance in the form of Covid-19, and the other factors. Conclusion: The financial performance of the Regional Government of Sleman Regency in 2017-2022 was generally positive and there were obstacles making several other conditions of financial performance in a negative trend in 2019 and 2020 as well as efforts to improve financial performance, namely by monitoring and evaluating related to optimizing PAD, building digital-based public service malls, and holding activities that can improve the economy in the Sleman Regency area.
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ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Kabupaten Sleman merupakan salah satu pemerintah daerah yang menerapkan prinsip desentralisasi dalam pemerintahannya, selain itu terdapat dampak Covid-19 yang menyebabkan kondisi kehidupan yang tidak normal, sehingga perlu dilakukan penelitian terkait kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman sebelum, saat, dan pasca Covid-19 atau dari tahun 2017-2022. Kinerja keuangan adalah ukuran kinerja dengan menggunakan indikator keuangan.  Tujuan: Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman tahun 2017-2022, apa saja faktor penghambat dan upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman dalam mengatasi kendala kinerja keuangan. Metode: Penelitian ini menggunakan metode campuran dan analisis kinerja keuangan oleh Pattarai. yang diawali dengan metode pendekatan kuantitatif untuk memperoleh analisis bilangan yang kemudian menjadi dasar untuk melakukan penelitian dengan metode kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik yang digunakan dalam analisis data adalah triangulasi data. Hasil/Temuan: Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan bahwa terdapat tiga periode kinerja keuangan, 2017-2019 dimana trennya positif, pada tahun 2020-2021 terdapat Covid-19 atau tren negatif, dan pada tahun 2022 terdapat tren positif kinerja keuangan. Ada hambatan terhadap kinerja keuangan dalam bentuk Covid-19, dan faktor lainnya. Kesimpulan: kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman pada tahun 2017-2022 umumnya positif dan terdapat kendala membuat beberapa kondisi lain dari kinerja keuangan dalam tren negatif pada tahun 2019 dan 2020 serta upaya dalam meningkatkan kinerja keuangan yaitu dengan melakukan monitoring dan evaluasi terkait optimalisasi PAD, pembangunan mall pelayanan publik berbasis digital, dan mengadakan kegiatan yang dapat meningkatkan perekonomian di wilayah Kabupaten Sleman.
Kata kunci: Kinerja, Keuangan, Hambatan, Upaya, Sleman

I. PENDAHULUAN 
1.1. Latar Belakang  
Sejak diberlakukannya otonomi daerah, setiap daerah diberikan tanggung jawab oleh negara untuk mengurus dan mengatur urusan pemerintahannya serta membiayai sendiri kebutuhan daerahnya sesuai dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Oleh karena itu, setiap daerah harus mampu menggali sumber keuangan asli daerah agar dapat membiayai segala kebutuhannya secara mandiri untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Pemerintah daerah yang dapat membiayai kebutuhan daerahnya dengan sumber keuangan asli daerah akan berdampak terhadap baik atau tidaknya kinerja keuangan pemerintah daerah.
Ciri keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah adalah dengan melihat kemampuan Pemerintah Daerah dalam mengatur dan mengelola keuangan daerahnya. Artinya, setiap daerah otonom harus memiliki kemampuan menggali dan mengelola sumber-sumber keuangan daerah untuk membiayai urusan pemerintah (Halim, 2017).
Suatu daerah dapat dikatakan maju dan berkembang jika mampu melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan transparan.  Pemberian hak otonom kepada pemerintah daerah bertujuan agar daerah dapat bebas mengelola sumber daya sendiri, meningkatkan pelayanan publik dan efisiensi pengelolaan keuangan daerah demi tercapainya kesejahteraan rakyat. 
Menurut Dollery (2009) Perimbangan antara pemerintah pusat dan derah dapat dikatakan efisien apabila Pemerintah Daerah dapat secara mandiri mengatur keuangan dan pembiayaan tugas dan wewenang di daerahnya dan tidak saja hanya sekedar wewenang memungut pajak. Sebagai bentuk pertanggungjawaban daerah kepada pusat, maka pemerintah daerah memberikan pelaporan kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sesuai dengan pencapaian tujuan program daerah yang telah ditentukan.
Skema desentralisasi adalah pelaksanaan otonomi daerah yang di terapkan di Indonesia. Dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, desentralisasi yang tinggi mempunyai peran penting. Sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban Pemerintah Daerah diperlukan kontrol lokal dan akuntabilitas di bidang keuangan (Lotz, 2006). Namun pada kenyataannya, skema desentralisasi fiskal yang digunakan oleh pemerintah dalam melaksanakan otonomi daerah belum menujukkan keberhasilan dalam melaksanakan otonomi daerah dan belum mampu menggali sumber pendapatan daerah.
Kinerja keuangan merupakan gambaran situasi keuangan yang mewakilih seluruh rangkaian pengelolaan keuangan di suatu daerah. Pengelolaan keuangan daerah terdiri dari penganggaran, pelaksanaan, perencanaan, penatausahaan, pertangunggjawaban pelaporan dan pengawasan keuangan daerah dilaksanakan secara sistematis, efektif, dan efisien sesuai dengan prinsip transparansi dan akuntanbilitas yang nantinya pelaksanaannya dapat dipertanggungjawabkan ke masyarakat.
Pada era otonomi menunjukkan bahwa tingkat kemandirian Pemerintah Daerah cenderung mengalami penurunan. Hal tersebut dikarenakan Pemerintah Daerah dalam pelaksaan otonomi banyak yang tidak mengupayakan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) namun cenderung menggantukan pada Dana Alokasi Umum (DAU). Seiring dengan berjalannya waktu, tingkat kemandirian daerah tidak menunjukkan perkembangan yang berarti, namun justru mengalamai penurunan. Padahal, semakin kecil tingkat ketergantungan Pemerintah Daerah pada Pemerintah Pusat dalam membiayai utusan pemerintahan dan keuangan daerahanya merupakan ciri utama daerah yang telah berhasil melaksanakan otonomi daerah (Yanusa, 2013).
Kabupaten Sleman merupakan salah satu daerah yang berada di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang melaksanakan desentralisasi. Hasil penelitian Vendra (2017) berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sleman 2011-2015, potensi keuangan daerah yang belum tergali secara optimal merupakan permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan keuangan daerah. Harus diakui untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sleman masih bergantung dengan besaran dana yang diberikan dari Pemerintah Pusat.

1.2.  Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)
Pemerintah Kabupaten Sleman merupakan salah satu Pemerintah daerah yang melaksanakan kewenangan pemerintahan pada kabupaten/kota sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Berikut tabel Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sleman tahun 2017 – 2022.

[bookmark: _Toc131931944]Tabel 1. 
Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sleman 2017-2022 (dalam Milyar Rupiah)
	Tahun
	Pendapatan Asli Daerah
	Dana Perimbangan
	Belanja Daerah

	1
	2
	3
	4

	2017
	698,75
	1.518,94
	2.615,34

	2018
	894,27
	1.501,41
	2.580,09

	2019
	972,05
	1.542,25
	2.777,00

	2020
	788,25
	1.345,44
	2.532,17 

	2021
	803,68
	1.514,94
	2.714,31 

	2022
	966,04
	1.463,83
	2.653,12


sumber: diolah oleh penulis berdasarkan website Kemenkeu
Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sleman berbeda jauh dengan dana perimbangan yang artinya Pendapatan Asli Daerah sangat kecil dibandingkan dengan dana perimbangan dari pemerintah pusat. Data tersebut dapat dilihat bahwa belanja daerah kabupaten sleman masih disubsidi melalui dana perimbangan dari pemerintah pusat karena Pendapatan Asli Daerah (PAD) kabupaten sleman yang masih rendah maka belum dapat menutupi belanja daerahnya. Struktur dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) suatu daerah secara umum dilihat dari penerimaan dan pengeluaran daerah tersebut.
Menurut Badan Statistik Daerah Istimewa Yogyakarta (BPS DIY) bahwa di Kabupaten Sleman terdapat kondisi kenaikan yang tidak stabil dalam ersentase realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Pendapatan dengan Belanja Pemerintah Daerah. Berikut data realisasi dan target persentase Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap pendapatan di Pemerintah Kabupaten Sleman tahun 2017-2022 :

[bookmark: _Toc131931945]Tabel 2
Realisasi dan Target Persentase Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Pendapatan Di Pemerintah Kabupaten Sleman tahun 2017-2022
	Pemerintah daerah
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Realisasi
	31,56
	32,96
	34,21
	31,02
	28,77
	35,52

	Target
	28,26
	30,31
	32,35
	33,11
	27,17
	31,05

	Keterangan
	3,30
	2,66
	1,87
	-2,09
	1,60
	4,47


sumber : diolah oleh penulis berdasarkan website Badan Pusat Statistik (BPS) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY)
Menurut data diatas didapatkan bahwa realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Pendapatan dan Belanja Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman mengalami peningkatan dari tahun 2017 – 2019 kemudian terjadi penurunan di tahun 2020 dan 2021. Data tersebut menunjukan suatu identifikasi kondisi yang mana pemerintah Kabupaten Sleman dapat meningkatkan persentase secara signifikan di tahun 2022.
Untuk mengetahui kinerja Pemerintah Daerah melalui kinerja keuangan Pemerintah Daerah digunakan analisis berbasis rasio. Mengukur kinerja keuangan pemerintah daerah adalah salah satu cara untuk melihat kemampuan keuangan daerah dalam menjalankan otonomi daerah, selain itu menganalisis kinerja keuangan pemerintah juga dapat menjadi cerminan bagaimana pemerintah daerah tersebut dapat mengelola keuangan daerahnya dengan mengutamakan prinsip efisien namun tetap efektif dalam membangun daerahnya.

1.3. Penelitian Terdahulu 
Penelitian yang dilakukan berdasarkan beberapa penelitian terdahulu. Penelitian Dina Fitrianingrum dengan judul Analisis Rasio Keuangan Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah daerah Kabupaten Bantul Tahun 2014-2016 dengan tujuan untuk menganalisis tingkat kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul tahun 2014-2016 dengan menggunakan analisis rasio keuangan yang didapatkan data dari dokumen Laporan Realisasi Anggaran (LRA). Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa kemandirian keuangan Pemerintah Kabupaten Bantul 2014-2016 masih rendah (Fitrianingrum, 2017). Penelitian selanjutnya oleh Agung Widi Hatmoko pada tahun 2020 meneliti terkait dengan analisis kinerja keuangan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sebelum dan sesudah menerima Dana Keistimewaan. Hasil penelitian tersebut didapatkan bahwa adanya peningkatan rasio ketergantungan keuangan daerah dan penurunan terhadap rasio kemandirian daerah dan derajat desentralisasi fiskal setelah adanya Dana Keistimewaan (Hatmoko, 2020). 
Penelitian selanjutnya yaitu penelitian yang dilakukan oleh budhi Purwantoro Jati dan Takrisia Umara Pangestu pada tahun 2021 terkait dengan kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman setelah penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual di tahun 2015-2019. Berdasarkan penelitian tersebut diketahui bahwa kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman dikategorikan cukup baik dengan kecenderungan derajat desentralisasi dan kemandirian keuangan meningkat dan tingkat ketergantungan menurun (Jati & Pangestu, 2021). Penelitian yang dilakukan oleh Desi Susilawati dan kawan-kawan pada tahun 2018 terkait dengan kinerja keuangan dengan analisis rasio keuangan di BKAD Kabupaten Sleman. Berdasarkan penelitian tersebut diketahui bahwa Pemerintah Daerah dianggup belum cukup independent dengan tingkat ketergantungan keuangan daerah yang sangat tinggi karena kurangnya Pendapatan Asli Daerah  yang disebabkan rendahnya kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan (Susilawati et al., 2018). Penelitian terakhir yaitu penelitian Ruddy Tri Santoso dan kawan-kawan terkait dengan kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman tahun 2017-2019. Berdasarkan penelitian tersebut diketahui bahwa rasio efektivitas PAD dinilai sangat efektif dengan rasio pertumbuhan positif sedangkan pola hubungan yaitu partisipatif (Santoso et al., 2021).

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah
Penelitian yang dilakukan penulis memiliki suatu keterbaruan ilmiah dimana berbeda dengan penelitian terhadulu. Penelitian yang dilakukan oleh penulis menggunakan metode campuran atau mixed methods yang mana pada awalnya peneliti menemukan hasil dari angka rasio kinerja keuangan yang kemudian peneliti mencari fakta dari hasil tersebut dengan metode kualitatif. Penelitian yang dilakukan tidak hanya sekedar mencari nilai rasio kinerja keuangan namun meneliti terkait kondisi atau fakta apa yang ada dibalik hasil tersebut. Selain itu penelitian yang dilakukan merupakan perbandingan kondisi sebelum, saat dan sesudah pandemic Covid-19 yang mana masih sangat sedikit yang meneliti hal tersebut. 

1.5. Tujuan. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui analisis kinerja keuangan di Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman tahun 2017-2022 serta mengetahui faktor penghambat kinerja keuangan dan upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kinerja keuangan daerah Kabupaten Sleman.

II. METODE 160
Metode penelitian yang digunakan yaitu mixed methods. Metode penelitian campuran digunakan dikarenakan dapat memberikan pemahaman lebih baik terhadap permasalahan jika dibandingkan dengan metode pendekatan tunggal (Samsu, 2017). Metode penelitian campuran jenis Participant selection model explanatory design dengan periode pertama yaitu pendekatan kuantitatif dan periode kedua pendekatan kuantitatif. Menggunakan empat rasio dalam menilai kinerja keuangan yaitu rasio kemandirian, efektivitas, ketergantungan dan derajat desentralisasi (Patarai, 2019). Sumber data yang digunakan yaitu sumber data primer dan sekunder dengan informan yang didapatkan dengan teknik purposive sampling. Data didapatkan dengan cara wawancara, observasi  dan dokumentasi yang kemudian dianalisis dengan teknik analisis miles and Huberman yaitu reduksi data, penyajian data dan kesimpulan (Sugiyono, 2020)s.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Penulis menganalisis kinerja keuangan di Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman tahun 2017-2022 dengan menganalisis Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan perhitungan empat rasio. Adapun pembahasan dapat dilihat pada subbab berikut.
3.1. Pendapatan Asli Daerah
Penulis melakukan perhitungan terkait dengan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sleman tahun 2017-2022 yang merupakan salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pembangunand an pemerintahan. Berikut merupakan data Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sleman tahun 2017-2022
Penulis melakukan pengukuran terhadap partisipasi dalam perencanaan program lorong literasi melalui keterlibatan pemuda dalam kegiatan perencanaan berkaitan dengan kehadiran dalam rapat perencanaan program dan diterima atau tidaknya masukan dari pemuda. 

Gambar 1
Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sleman Tahun 2017-2022

Sumber : Diolah penulis dari Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Sleman 2017-2022

Berdasarkan data yang diperoleh dari dokumentasi Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Sleman tahun 2017-2022 didapatkan bahwa Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sleman mengalami peningkatan dari tahun 2017-2019 namun pada tahun 2020 Mengalami penurunan yang signifikan dan kemudian meningkat pada tahun 2021 dan secara signifikan meningkat pada tahun 2022. Penurunan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada tahun 2020 terjadi akibat adanya Pandemi Covid-19 sehingga terjadinya pembatasan kegiatan sehari-hari yang memberikan dampak berupa penurunan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pada tahun 2021 mengalami kenaikan meskipun tidak signifikan dikarenakan masih dalam kondisi Pandemi Covid-19. 
Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan beberapa narasumber terkait dengan Kondisi PAD dapat diketahui bahwa PAD Kabupaten Sleman berada di tren positif namun terjadi penurunan akibat adanya covid-19 di tahun 2020 dengan tingkat pencapaian diatas 100%. Berdasarkan hasil analsisi LRA dan wawancara dapat diketahui bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sleman meningkat dari tahun 2017-2019 namun dikarenakan adanya suatu kondisi Covid-19 menjadikan penurunan 200 M atau hampir 20% di tahun 2020 namun pada tahun 2021 dan 2022 Pemerintah daerah Kabupaten Sleman dapat meningkatkan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)  serta sejak tahun 2017-2022 Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)  Kabupaten Sleman selalu melampaui target yang telah ditetapkan.




3.2. Dana Perimbangan
Penulis melakukan perhitungan terkait dengan Dana Perimbangan yang diperoleh oleh Kabupaten Sleman di Tahun 2017-2022. Berikut merupakan data Dana Perimbangan yang diterima oleh Kabupaten Sleman dari tahun 2017-2022

Gambar 2
Dana Perimbangan Kabupaten Sleman tahun 2017-2022

[bookmark: _Toc131932354]Sumber : Diolah penulis dari Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Sleman 2017-2022

Berdasarkan data diatas dapat diketahui bahwa Kabupaten Sleman mendapatkan Dana Perimbangan berada di kisaran Rp. 1.7 Triliun di tahun 2017-2019. Namun pada tahun 2020 turun menjadi Rp. 1.617 Triliun dan meningkat Kembali menjadi Rp. 1.968 Triliun di tahun 2021 dan Rp. 1.938 Triliun di tahun 2022. Dana Perimbangan merupakan dana yang diberikan kepada Pemerintah Daerah yang bersumber dari pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). 
Peneliti melakukan pengumpulan data kualitatif berdasarkan data diatas dengan cara melakukan wawancara terkait dengan dana perimbangan Kabupaten Sleman dan didapatkan hasil bahwa Kabupaten Sleman masih bergantung dengan adanya Dana Perimbangan namun terus berusaha menurunkan ketergantungan terhadap Dana Perimbangan meskipun sudah bukan menjadi prioritas karena nilainya yang sudah berkurang dibawah 50% dan komitmen Pemerintah daerah Sleman untuk mengurangi kebergantungan terhadap anggaran Dana Perimbangan. 

3.3. Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah
Penelitian yang dilakukan untuk mengetahui kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman dengan menggunakan empat analisis rasio, yaitu :

3.3.1 Rasio Kemandirian Keuangan Daerah
Rasio kemandirian keuangan daerah merupakan rasio yang menghitung tingkat ketergantungan pemerintah daerah dalam penggunaan dana eksternal dalam melaksanakan pemerintahannya.  Untuk mendapatkanrasio kemandirian keuangan daerah menggunakan rumus sebagai berikut :

Untuk mengetahui kriteria rasio kemandirian keuangan daerah dengan menggunakan panduan :
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Tabel 3
Kriteria Rasio Kemandirian
	Persentase 
(%)
	Kriteria
	Pola Hubungan

	1
	2
	3

	0 – 25
	Rendah Sekali
	Instruktif

	25 – 50
	Rendah
	Konsultif

	50 – 75
	Sedang
	Partisipatif

	75- 100
	Tinggi
	Delegatif


Sumber : Halim 2012 dalam (Patarai, 2019)

Berdasarkan dokumen LRA Kabupaten Sleman tahun 2017-2022 didapatkan : 
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Rasio Kemandirian Kabupaten Sleman 2017-2022
	Tahun
	Pendapatan Asli Daerah
(Rupiah)
	Pendapatan Transfer
(Rupiah)
	Rasio kemandirian 
(%)
	Kriteria
	Pola Hubungan

	1
	2
	3
	4
	3
	4

	2017
	825.637.751.681,00
	1.701.039.433.586,00
	48,54
	Rendah
	Konsultif

	2018
	894.272.961.557,00
	1.736.316.213.265,00
	51,50
	Sedang
	Partisipatif

	2019
	972.049.575.206,00
	1.788.227.110.597,00
	54,36
	Sedang
	Partisipatif

	2020
	788.246.742.427,00
	1.617.144.005.540,00
	48,74
	Rendah
	Konsultif

	2021
	803.679.358.719,00
	1.968.377.573.366,00
	40,83
	Rendah
	Konsultif

	2022
	1.061.056.171.714,00
	1.938.054.287.008,00
	54,75
	Sedang
	Partisipatif


Sumber : Diolah penulis dari Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Sleman 2017-2022

Berdasarkan data rasio Kemandirian Keuangan daerah dan Kriterianya pada tahun 2018, 2019, dan 2022 Kabupaten Sleman mendapatkan kriteria Partisipatif. Partisipatif merupakan suatu kondisi dimana kemampuan keuangan suatu daerah berada ditingkat sedang atau mendominasi dibandingkan bantuan keuangan eksternal serta kondisi menuju ke hubungan delegatif. Kategori kemandirian diantara 50%-75%. Berdasarkan data Rasio Kemandirian Keuangan Daerah dan Kriterianya diketahui bahwa pada tahun 2017, 2020, dan 2021 mendapatkan kriteria Konsultif. Kriteria Konsultif merupakan kondisi dimana kemampuan keuangan daerah tersebut masih rendah meskipun masih didominasi bantuan keuangan eksternal. Kategori kemandirian diantara 25%-50%. 
Rasio ketergantungan dihitung berdasarkan PAD dan Pendapatan Transfer. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala BKAD Kabupaten Sleman dapat disimpulkan bahwa anomali di tahun 2020-2021 terjadi karena Covid-19 sedangkan pada tahun 2021 kondisi perekonomian belum sepenuhnya pulih sedangkan pemerintah pusat melakukan upaya pemulihan ekonomi dengan menyuntikan dana perimbangan yang lebih besar. 
Berdasarkan hasil penelitian dilakukan dapat diketahui bahwa pada tahun 2017, 2020 dan 2021 Pemerintah daerah Sleman mendapatkan kriteria rendah dengan pola hubungan konsultif hal tersebut terjadi karena tahun 2020 adanya Pandemi Covid-19 dan tahun 2021 adanya pemulihan perekonomian pasca Covid-19. Selain itu pada tahun 2018, 2019 dan 2022 Pemerintah daerah Sleman mendapatkan kriteria Sedang dengan pola hubungan partisipatif dalam artian dalam menyelenggarakan pemerintahan lebih didominasi dengan dana internal atau Pendapatan Asli Daerah (PAD) dibandingkan dana eksternal atau pendapatan transfer.

3.3.2 Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah
Rasio efektivitas pendapatan asli daerah merupakan rasio yang menggambarkan tentang kemampuan Pemerintah Daerah dalam merealisasikan PAD dibandingkan dengan target PAD. Berikut rumus dalam mencari rasio efektivitas pendapatan asli daerah (PAD) :

Untuk mengetahui kriteria rasio efektivitas PAD dengan panduan sebagai berikut :

[bookmark: _Toc131932063]Tabel 5
Kategori Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD)
	Persentase (%)
	Kriteria

	1
	2

	> 100
	Sangat Efektif

	100
	Efektif

	90 – 99
	Cukup Efektif

	75 – 89
	Kurang Efektif

	< 75
	Tidak Efektif


Sumber : Mahmudi (2021) di dalam (Jati & Pangestu, 2021

Berdasarkan hasil perhitungan dari dokumen LRA Kabupaten Sleman tahun 2017-2022 didapatkan hasil :

[bookmark: _Toc131932062]Tabel 6
Rasio Efektivitas Kabupaten Sleman 2017-2022
	Tahun
	Realisasi PAD
(Rupiah)
	Target Pendapatan Asli Daerah
(Rupiah)
	Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah
(%)
	Kriteria

	1
	2
	3
	4
	3

	2017
	825.637.751.681,00
	718.151.492.310,00
	114,97
	Sangat Efektif

	2018
	894.272.961.557,00
	821.071.767.742,00
	108,92
	Sangat Efektif

	2019
	972.049.575.206,00
	903.278.920.723,00
	107,61
	Sangat Efektif

	2020
	788.246.742.427,00
	676.743.940.021,00
	116,48
	Sangat Efektif

	2021
	803.679.358.719,00
	770.675.023.451,00
	104,28
	Sangat Efektif

	2022
	1.061.056.171.714,00
	1.031.150.840.396,00
	102,90
	Sangat Efektif


Sumber : Diolah penulis dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Kabupaten Sleman 2017-2022

Berdasarkan hasil perhitungan yang peneliti lakukan terhadap Target dan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sleman dari tahun 2017-2022. Bahwa Kabupaten Sleman selalu mendapatkan kriteria Sangat Efektif dari tahun 2017-2022. Hal tersebut menjelaskan bahwa dalam periode 2017-2022 realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) kabupaten Sleman selalu mencapai dan melampaui target Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang telah Ditetapkan.
Penulis juga melakukan wawancara terkait dengan Rasio Efektivitas PAD Kabupaten Sleman 2017-2022. Hasil dari wawancara tersebut dapat diketahui bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman mengalami peningkatan realisasi PAD tahun 2020 akibat adanya pembukaan sektor pariwisata serta pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan serta dalam rangka peningkatan realisasi PAD Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman melakukan evaluasi dan menjadikan hasil tersebut sebagai dasar perencanaan dalam pelaksanaan rencana optimalisasi PAD pada tahun selanjutnya.
Berdasarkan penelitian tersebut dapat diketahui bahwa rasio efektivitas PAD Kabupaten Sleman 2017-2022 selalu melampaui target PAD yang merupakan hasil usaha seluruh elemen pemerintah dan masyarakat serta kegiatan evaluasi rutin semesteran dan akhir tahun terhadap realisasi APD sebagai dasar penyusunan perencanaan PAD di tahun berikutnya.

3.3.3 Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah
Rasio ketergantungan keuangan daerah merupakan rasio yang menggambarkan terkait dengan ketergantungan suatu pemerintah daerah terhadap pendapatan transfer dari pemerintah pusat.  Untuk mendapatkan Rasio ketergantungan keuangan daerah peneliti menggunakan rumus :

Untuk mengetahui kriteria rasio ketergantungan keuangan daerah dengan panduan seagai berikut :
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Tabel 7
Kriteria Rasio Ketergantungan
	Persentase
 (%)
	Kriteria

	1
	2

	0-10 
	Sangat Kurang

	10,01 – 20
	Kurang

	20,01 – 30
	Cukup

	30,01 – 40
	Sedang

	40,01 – 50
	Tinggi

	> 50,01
	Sangat Tinggi


Sumber : Tim Litbang Depdagri oleh Fisipol UGM, 1991 dalam (Santoso et al., 2021)

Berdasarkan hasil perhitungan dari dokumen LRA Kabupaten Sleman tahun 2017-2022 didapatkan hasil :
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Rasio ketergantungan daerah Kabupaten Sleman 2017-2022
	Tahun
	Pendapatan Transfer
(Rupiah)
	Total Pendapatan Daerah
(Rupiah)
	Rasio Ketergantungan Daerah
(%)
	Kriteria

	1
	2
	3
	4
	3

	2017
	1.335.572.521.296,00
	2.615.515.097.398,00
	51,06
	Sangat Tinggi

	2018
	1.368.717.993.794,00
	2.712.794.080.456,00
	50,45
	Sangat Tinggi

	2019
	1.371.364.974.325,00
	2.840.636.285.803,00
	48,28
	Tinggi

	2020
	1.271.979.511.950,00
	2.541.050.870.612,00
	50,06
	Sangat Tinggi

	2021
	1.366.608.643.179,00
	2.793.328.384.634,00
	48,92
	Tinggi

	2022
	1.410.534.570.792,00
	3.005.418.317.661,00
	46,93
	Tinggi


Sumber : Diolah penulis dari Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Sleman 2017-2022

Berdasarkan hasil perhitungan yang peneliti lakukan diketahui bahwa kriteria rasio ketergantungan keuangan daerah di Kabupaten Sleman pada tahun 2017, 2018 dan 2020 sangat tinggi sedangkan pada tahun 2019, 2021, dan 2022 berkriteria tinggi.  Kondisi tersebut menjelaskan bahwa Kabupaten Sleman masih bergantung sangat tinggi terhadap adanya dana perimbangan pada tahun 2017, 2018, dan 2020. Kemudian pada tahun 2019, 2021, dan 2022 Pemerintah daerah Sleman mulai mengurangi kebergantungan tersebut sehingga mendapatkan kriteria tinggi. Pemerintah daerah Sleman sejak tahun 2020 rasio ketergantungan keuangan daerah terhadap dana perimbangan mengalami penurunan. Hal tersebut terjadi karena Pemerintah daerah Sleman melakukan optimalisasi potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Penulis melakukan pengumpulan data dengan metode wawancara dan dapat diketahui bahwa Pemda Sleman pada tahun 2022 sudah mengurangi ketergantungan terhadap dana perimbangan dengan kondisi bahwa kontribusi dana perimbangan sudah dibawah 50%.
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan berdasarkan dokumen dan wawancara dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2017,2018, dan 2020 Pemerintah daerah Sleman masih bergantung sangat tinggi terhadap dana perimbangan. Pada tahun 2019, 2021, dan 2022 Pemerintah daerah Sleman berhasil menaikkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sehingga ketergantungan terhadap dana perimbangan menjadi turun dengan kriteria tinggi. Selain itu semenjak tahun 2020-2022 nilai ketergantungan dana perimbangan Kabupaten Sleman terus menurun.

3.3.4 Rasio Derajat Desentralisasi
Rasio Derajat Desentralisasi merupakan rasio yang digunakan untuk menggambarkan tingkat kontribusi dari PAD terhadap totap penerimaan pendapatan Daerah. Untuk mengetahui nilai Rasio Derajat Desentralisasi menggunakan rumus :


Untuk mengetahui kriteria rasio derajat desentralisasi dengan panduan sebagai berikut :
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Tabel 9
Kriteria Rasio Derajat Desentralisasi
	Persentase
(%)
	Kriteria

	1
	2

	0 – 10
	Sangat Kurang

	10,01 – 20
	Kurang

	20,01 – 30
	Cukup

	30,01 – 40
	Sedang

	40,01 – 50
	Baik

	> 50
	Sangat Baik


Sumber: Tim Litbang Depdagri oleh Fisipol UGM, 1991 dalam (Jati & Pangestu, 2021)

Berdasarkan hasil perhitungan dari dokumen LRA Kabupaten Sleman tahun 2017-2022 didapatkan hasil :
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Rasio derajat desentralisasi
	Tahun
	Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah
(Rupiah)
	Realisasi Penerimaan total  pendapatan Daerah
(Rupiah)
	Rasio Derajat Desentralisasi
(%)
	Kriteria

	1
	2
	3
	4
	3

	2017
	825.637.751.681,00
	2.615.515.097.398,00
	31,57
	Sedang

	2018
	894.272.961.557,00
	2.712.794.080.456,00
	32,97
	Sedang

	2019
	972.049.575.206,00
	2.840.636.285.803,00
	34,22
	Sedang

	2020
	788.246.742.427,00
	2.541.050.870.612,00
	31,02
	Sedang

	2021
	803.679.358.719,00
	2.793.328.384.634,00
	28,77
	Cukup

	2022
	1.061.056.171.714,00
	3.005.418.317.661,00
	35,30
	Sedang


Sumber : Diolah penulis dari Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Sleman 2017-2022

Berdasarkan hasil perhitungan yang peneliti lakukan bahwa dari tahun 2017-2022 pada tahun 2017, 2018, 2019, 2020 dan 2022 kriteria rasio derajat desentralisasi Kabupaten Sleman berkriteria Sedang yang menyatakan  bahwa kemampuan Pemerintah daerah Sleman berada ditingkat sedang dalam menyelenggarakan desentralisasi namun pada tahun 2020-2021 terjadi penurunan rasio derajat desentralisasi dan bahkan pada tahun 2021 terjadi penurunan kriteria rasio derajat desentralisasi. Hal tersebut terjadi karena pada tahun 2020 merupakan kondisi pandemi Covid-19 dan pada tahun 2021 terjadi pemulihan perekonomian paska pandemi Covid-19 sehingga pemerintah Pusat memberikan anggaran besar dalam bentuk dana perimbangan sebagai upaya pemulihan perekonomian.
Penulis juga mengumpulkan data dengan menggunakan metode wawancara dan dapat diketahui bahwa pada tahun 2021 kondisi Pemda Sleman memiliki derajat desentralisasi dengan kriteria cukup sedangkan pada tahun 2022 berhasil bangkit mencapai kriteria sedang. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan terhadap rasio derajat desentralisasi Kabupaten Sleman pada tahun 2017-2022 dapat disimpulkan bahwa hanya pada tahun 2021 derajat Desentralisasi berkriteria cukup akibat adanya pemulihan perekonomian sehingga adanya suntikan dana besar dari pemerintah pusat melalui dana perimbangan dan secara umumnya pemerintah daerah sleman telah menunjukan bahwa kemampuan Pemerintah daerah Sleman dalam menyelenggarakan desentralisasi berada dikriteria Sedang dan pada tahun 2022 mencapai rasio derajat desentralisasi tertinggi di periode 2017-2022 sebagai bukti kebangkitan perekonomian Pemerintah Kabupaten Sleman.

3.4. Faktor Penghambat Pelaksanaan Kinerja Keuangan di Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman tahun 2017-2022
Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia kata penghambat berasal dari kata hambat yang memiliki arti hal-hal yang menyebabkan suatu tujuan tidak dapat tercapai atau dalam prosesnya memerlukan usaha atau waktu yang lebih banyak. Berdasarkan pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa penghambat merupakan suatu kondisi yang mengakibatkan suatu kondisi tidak lancar atau mengalami gangguan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan pengumpulan data melalui wawancara dan analisis dari peneliti diketahui bahwa faktor penghambat kinerja keuangan Pemerintah daerah Sleman periode 2017-2022 yaitu :
1.	Covid-19 yang berdampak kepada kinerja keuangan tahun 2020 dan 2021;
2.	Rendahnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak;
3.	Potensi dari retribusi pariwisata yang belum optimal; 
4.	Kebocoran pendapatan dari sektor parkir dan pengusaha nakal dalam memanipulasi pajak; dan
5.	Masyarakat Sleman yang gemar belanja di luar daerah sleman.

3.5. Upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman dalam meningkatkan Kinerja Keuangan Daerah
Peneliti melakukan penelitian terkait upaya yang dilakukan oleh Pemerintah daerah Sleman dalam upaya meningkatkan kinerja keuangan daerah. Penelitian dilakukan melalui pengumpulan data dengan cara wawancara beberapa narasumber. Upaya berdasarkan kamus besar bahasa Indonesia memiliki arti usaha untuk memecahkan persoalan atau mencapai suatu tujuan. Berdasarkan hasil penelitian melalui wawancara narasumber dapat disimpulkan bahwa Pemerintah daerah Sleman melakukan upaya sebagai berikut untuk meningkatkan kinerja keuangan :
1.	Mendirikan Mall Pelayanan Publik untuk memudahkan perizinan investasi sehingga dapat menarik minat investor sebagai upaya peningkatan kinerja pasca Covid-19;
2.	Menjaga citra pemerintah sebagai upaya menjaga kepercayaan masyarakat dan investor kepada Pemerintah daerah Sleman; 
3.	Berkoordinasi dengan seluruh Perangkat Daerah di Kabupaten Sleman terkait dengan pengembangan Potensi Pariwisata terutama dengan Dinas Pariwisata Kabupaten Sleman;
4.	Monitoring dan Evaluasi terkait bersama dengan Perangkat Daerah yang terkait dengan sektor parkir dan pajak; dan
5.	Membuat kegiatan di wilayah Sleman sebagai upaya menarik minat warga Sleman dan sekitarnya untuk membelanjakan uangnya di wilayah Sleman

3.6. Diskusi Temuan Utama Penelitian 
Analisis rasio keuangan digunakan untuk mengetahui kinerja keuangan daerah. Penelitian yang dilakukan menggunakan empat rasio keuangan yaitu rasio kemandirian keuangan daerah, efektivitas PAD, ketergantungan keuangan daerah, dan derajat desentralisasi. Penelitian yang dilakukan oleh Dina Fitrianingrum pada tahun 2017 meneliti kinerja keuangan Pemda Bantul tahun 2014-2016, penelitian Agung Wiidi Hatmoko pada tahun 2020 meneliti terkait analisis kinerja keuangan Pemdaprov DIY dengan kondisi sebelum dan sesudah adanya dana keistimewaan, penelitian Budhi Purwantoro pada tahun 2021 meneliti tentang kinerja keuangan Pemda Sleman setelah penerapan Standar Akuntansi Pemerintah berbasis Akrual di tahun 2015-2019, penelitian Desi Susilawati dan kawan-kawan pada tahun 2018 terkait dengan kinerja keuangan dengan analisis rasio keuangan di BKAD Kabupaten Sleman dan penelitian Ruddy Tri Santoso dan kawan-kawan pada tahun 2021 dimana meneliti tentang kinjera keuangan Pemda Sleman tahun 2017-2019.
Kelima penelitian tersebut tidak semua meneliti Pemda Sleman meskipun terdapat beberapa penelitian yang meneliti terkait Pemda Sleman namun kondisi waktu yang dilakukan penelitian terbaru yaitu 2019 sedangkan penelitian yang penulis lakukan dari tahun 2017-2022 dimana terdapat tiga kondisi yaitu sebelum, saat dan sesudah Covid-19. Selain itu penulis meneliti lebih dalam terkait faktor penghambat dan upaya peningkatan kinerja keuangan Pemda Sleman. 

3.5. Diskusi Temuan Menarik Lainnya 
Penulis menemukan suatu kondisi dimana Pemda Sleman dapat dengan cepat pulih  berdasarkan kinerja keuangannya setelah kondisi Covid-19 dibandingkan dengan kondisi sebelum covid-19. Selain itu terdapat faktor penghambat dimana terdapat kebocoran pendapatan akibat dari kebocoran pendapatan sektor parkir dan pengusaha manipulasi pajak.

IV. KESIMPULAN 
Penulis menyimpulkan bahwa kinerja keuangan Pemda Sleman menunjukan hasil peningkatan tren positif sedangkan terdapat satu rasio yang mengalami tren negative yaitu rasio efektivitas Pendapatan Asli Daerah. Kabupaten Sleman pada tahun 2022 mengalami peningkatan yang signifikan setelah kondisi Covid-19. Terdapat beberapa faktor penghambat kinerja keuangan Pemda Sleman yaitu : a) adanya pandemic Covid-19; b) rendahnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak; c) potensi dari retribusi pariwisata yang belum optimal; d) kebocoran pendapatan dari sektor parkir; e) pengusaha nakal dalam memanipulasi pajak; dan f) masyarakat Sleman yang gemar belanja di luar daerah Sleman. Upaya yang dilakukan Pemerintah daerah Sleman dalam mengatasi hambatan kinerja keuangan daerah yaitu : a) mendirikan Mall Pelayanan Publik; b) Menjaga citra Pemerintah daerah Sleman; c) berkoordinasi dengan seluruh Perangkat Daerah di Kabupaten Sleman terutama dengan Dinas Pariwisata dalam optimalisasi potensi pariwisata; d) monitoring dan evaluasi terkait pelaksanaan sektor parkir; dan e) pajak serta membuat kegiatan di wilayah Sleman.
Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu penelitian serta kemampuan peneliti terkait analisis lebih dalam faktor makro dan mikro secara detail dan menyeluruh akibat dari keterbatasan pengetahuan yang dimiliki oleh peneliti.
Arah Masa Depan Penelitian (future work). Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan terkait faktor secara detail terutama peningkatan signifikan setelah kondisi covid-19 sehingga dapat menjadi acuan Pemerintah Daerah lainnya. 

V. UCAPAN TERIMA KASIH 
Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sleman beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.
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Dana Perimbangan Kabupaten Sleman Tahun 2017-2022

Dana Perimbangan	

2017	2018	2019	2020	2021	2022	1701039433586	1736316213265	1788227110597	1617144005540	1968377573366	1938054287008	



PAD Sleman 2017-2022

Target	2017	2018	2019	2020	2021	2022	718151492310	821071767742	903278920723	676743940021	770675023451	1031150830396	Realisasi	2017	2018	2019	2020	2021	2022	825637751681	894272961557	972049575206	788246742427	803679358719	1061056171714	Capaian	2017	2018	2019	2020	2021	2022	114.96707317633785	108.91532222771561	107.61344617983058	116.47636510827715	104.28252301731671	102.90019078067513	Tahun
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